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Abstrak:

Dalam era globalisasi, kerja sama antar negara dan antar warga negara dalam bidang bisnis,
pendidikan, maupun diplomasi, dan kepentingan untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-
negara lain semakin menjadi prioritas. Namun, dalam menjalin kerja sama tersebut, hal-hal
administratif seperti legalisasi dokumen publik asing menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi.
Proses yang rumit dan biaya yang tinggi menjadi hambatan bagi banyak orang untf§ mendapatkan
pengesahan dokumen publik yang diperlukan untuk berbagai keperluan. Belum lagi, dokumen publik
yang telah dilegalisasi oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak secara otomatis dapat
diterima di negara yang dituju. Seperti akta notaris, surat kuasa, dan dokumen-dokumen lainnya harus
dilegalisasi terlebih dahulu sebelum dapat diakui oleh negara tujuan. Hal ini membuat banyak orang
merasa kesulitan dffiln menggunakan dokumen publik di luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille, dengan demikian proses legalisasi dokumen asing
publik di Indonesia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Notaris sebagai pejabat publik memiliki
peran penting dalam proses legalisasi dokumen tersebut, baik dalam memberikan legalisasi dokumen
asing publik yang diperlukan, maupun dalam pengesahan tanda tangan atau legalisir pada dokumen-
dokumen yang diterbitkan oleffjpihak asing.. Dalam kenotariatan, Kehadiran Konvensi Apostille
diharapkan memudahkan akses bagi warga negara Indonesia untuk menggunakan dokumen publik di
luar negeri dan notaris dapat memberikan legalisasi dengan menyertakan Apostille pada dokumen
publik yang diterbitkan oleh notaris. Keanggotaan Indonesia di dalam Konvensi Apostille memiliki
urgensi yang sangat penting untuk mempercepat proses administratit dalam hubungan antarnegara dan
antarwarga negara dan membantu dalam mempercepat proses administratif dalam hubungan
antarnegara dan antarwarga negara serta meningkatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis
dan administrasi di luar negeri.

Kata Kunci: Konvensi Apostille; Dokumen Publik Asing; Kenotariatan

Abstract:

In the era of globalization, cooperation between countries and individuals in business, education,
diplomacy, and the need to establish good relations with other countries is increasingly a priority.
However, in establishing such cooperation, administrative matters such as the legalization of foreign
public documents are often a hindrance. The complex and expensive process is a barrier for many
EBbple to obtain the necessary authentication of public documenis for various purposes. Additionally,
public documents that have been legalized by institutions or ministries in Indonesia are not
automatically accepted in the destination country. Documents such as notarial deeds, powers of
attorney, and other documents must be legalized before they can be recognized by the destination
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country. This makes it difficul @§r many people to use public documents abroad. To address this
issue, Indonesia has acceded to the Apostille Convention, thus making the process of legalizing
Joreign public documents in Indonesia easier, faster, and more efficient. Notaries, as |fE)lic officials,
play an important role in the legalization process, both in providing the necessary legalization of
foreign public documents and in certifving signatures or legalizing documents issued by foreign
parties. In notarial work, the presence of the Apostille Convention is expected to facilitate access for
Indonesian citizens to use public documents abroad, and notaries can provide legalization by
including Apostille on public documents issued by notaries. Indonesia's membership in the Apostille
Convention is of great urgency in accelerating administrative processes in international relations and
increasing ease in conducting business and administrative activities abroad .

Keywords: Apostille Convention; Foreign Public Documents; Notary

LATAR BELAKANG

Kerja sama internasional membuat interaksi antarwarga negara dapat mencakup berbagai hal,
seperti pertukaran budaya, perdagangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Hal ini dapat
memunculkan hubungan hukum perdata antara mereka. Seiring dengan meningkatnya
interaksi antar warga negara, permintaan untuk dokumen-dokumen publik yang bersifat
internasional juga semakin meningkat. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa akta
kelahiran, akta kematian, akta nikah, sertifikat pendidikan, dan dokumen penting lainnya
yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses hukum. Oleh karena itu,
adanya kerja sama internasional dalam hal legalisasi dokumen menjadi sangat penting untuk

memfasilitasi interaksi antarwarga negara secara efektif dan efisien.

Dalam situasi atau transaksi yang terjadi di negara lain, dokumen publik sering
menjadi kebutuhan. Akan tetapi, dokumen publik tersebut harus diautentikasi atan
disertifikasi terlebih dahulu sebelum digunakan di luar negeri. Oleh karena itu, sistem
legalisasi telah dikembangkan untuk memastikan asal-usul dokumen publik melalui
serangkaian formalitas di negara asal dokumen tersebut. Untuk memenuhi persyaratan
Edisional legalisasi dokumen publik, dibutuhkan permohonan ke beberapa otoritas, seperti
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan
Besar atau Konsulat asing negara tempat dokumen tersebut akan digunakan. Meskipun sistem
legalisasi tersebut telah ditetapkan dalam peraturan, rantai legalisasi yang melibatkan
beberapa otoritas seringkali menjadi lambat, tidak praktis, dan mahal, sehingga menimbulkan

ketidaknyamanan bagi pemohon dokumen.

Dalam menggunakan dokumen d'bluar negeri, Indonesia memiliki beberapa proses
legalisasi, termasuk di lembaga penerbit, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian
Luar Negeri. Sebagai contoh, jika dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta salah

tu pihak tinggal di luar negeri dan memberikan kuasa kepada pengacara di Jakarta, klien

yang berada di luar négeri tidak bisa langsung menandatangani surat kuasa yang dikirim oleh
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pengacaranya dari Jakarta. Dokumen surat kuasa tcrsebut&arus ditandatangani di hadapan

notaris di tempat klien berdomisili dan dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Kemudian, dokumen tersebut d'ﬁerahkan ke Kementerian Luar Negeri negara yang
bersangkutan untuk melegalisir tanda tEgan pejabat Kementerian Hukum dan HAM.
Dokumen kemudian dikirim ke Kedutaan atau Kongulat Republik Indonesia di negara yang
bersangkutan untuk dilegalisir kembali sebelum dikirim kembali ke pengacara klien di
Jakarta dengan cap dan tandatangan legalisasi dari instansi terkait, sehingga dapat diajukan

ke Pengadilan Negeri Jakarta.

Meskipun prosesnya rumit, menghilangkan proses legalisasi dokumen publik
bukanlah solusi yang tepat ﬁarena penghapusan proses legalisasi dapat menimbulkan
keraguan tentang keabsahan dokumen publik yang berasal dari luar negeri, dan apakah
dokumen tersebut sungguh cﬁerbitkan atau ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Oleh
karena itu, proses legalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri tidak dihapuskan.
Namun, proses legalisasi tersebut perlu disederhanakan, yaitu dengan cara mengesahkan
dokumen melalui penerbitan sertifikat yang dilekatkan pada dokumen tersebut. Sertifikat
tersebut adalah Sertifikat Apostille. Sehingga di negara tujuan, dokumen publik yang telah
disertai Sertifikat Apostille dapat langsung berlaku. Konvensi Apostille memberikan solusi

tengah dengan menyederhanakan prosedur dan persyaratan pengesahan dokumen publik.

Konvensi ini be&ujuan untuk mempermudah hubungan lalu lintas internasional
dengan menghapuskan syarat-syarat legalisasi diplomatik dan konsuler pada dokumen-
dokumen publik asing. Jika suatu negara telah meratifikasi Konvensi Apostille dalam konteks
hukum perdata internasional, maka warganya dapat menggunakan sertifikat keautentikan
Apostille untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing. Selanjutnya,
mekanisme tersebut telah berkembang dengan adanya e-Apostille yang memerlukan regulasi

yang jelas dari suatu negara dalam hal Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Indonesia tercatat telah menjadi negara pihak peserta Konvensi Apostille sejak 5
Oktober 203. Namun, baru efektif sejak 4 Juni 2022, yaitu setelah tidak terdapat keberatan
dari negara-negara yang telah menjadi negara pihak peserta Konvensi Apostille sebelumnya.
Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for
Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap

Dokumen Publik Asing) atau Konvensi Apostille.
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Keanggotaan Indonesia di dalam Konvensi Apostille ini memiliki urgensi yang sangat
penting karena banyak keperluan bisnis dan administrasi yang membutuhkan pengesahan
dokumen resmi di luar negeri. Dengan keanggotaan Indonesia di dalam Konvensi Apostille,
proses verifikasi dan legalisasi dokumen resmi dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah,
dan efisien. Sehingga hal ini dapat mempermudah kegiatan bisnis dan administrasi, serta
memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengurus keperlu%di luar
negeri. Penelitian ini akan membahas mengenai kepentingan Indonesia mengaksesi Konvensi

Apostille tentang penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing.

METOLj
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang

bertumpu pada kajian kepustakaan Sebaﬁ' sumber data utama. Penelitian ini memanfaatkan
bahan-bahan hukum sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan
penelitian, buku, jurnal, dan artikel. Pendekatan leg%m’ve approach digunakan dalam
penelitian normatif ini, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan topik penelitian secara sistematis dan terstruktur. Penggunaan metode
penelitian normatif dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan analisis yang kritis

terhadap topik penelitian yang sedang diteliti.

ANALISIS DAN DISKUSI
Konvensi Apostille dan Relevansinya di Bidang Kenotariatan di Indonesia

Pada 1961, di Den Haag, The HCCH 1961 Apostille Convention dikeluarkan oleh The Hague
Conference on Private International Law (HCCH). Secara khusus, Konvensi ini membahas
proses legalisasi atau autentikasi dokumen publik asing untuk digunakan di luar negeri.
Sampai saat itu, prosesnya memakan waktu, mahal, dan rumit. Sekarang, dokumen yang
memiliki the Hague Legalisation Certificate (Sertifikat Legalisasi Hague) khusus diterima di
negara lain di mana perjanjian itu diakui.

Pembahasan engenai Apostille diinisiasi oleh Council of Europe dan kemudian
dikembangkan oleh The Hague Conference on Private International Law (HCCH) untuk
menghasilkan sebuah konvensi yang memfasEtasi autentifikasi dokumen publik yang akan
digunakan di luar negeri. Pada tahun 1961, The Hague 6 Convention of 5 October 1961
Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Document (dikenal juga

sebagai Apostille Convention) diadopsi dengan tujuan utama untuk menghapuskan

! LesLee Stedman, “‘Legalization’: The Apostille” (The Forum: International Researchers, 2001),
https://search.proquest.com/openview/a654a364a221d5¢93862d9a003 dfeabd/1 7pg-
()rigsile:gsch()leu‘&cblz19.
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persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler dan memfasilitasi penggunaan dokumen

publik lintas negara .

Pada 5 Januari 2021, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 yang menyatakan
bahwa Indonesia resmi mengaksesi dan menjadi negara peserta dalam Konvensi Apostille.’
Berdasarkan Pasal 14 Konvensi Wina 1969, Negara dapat menunjukkan persetujuannya
untuk terikat dalam sebuah perjanjian internasional melalui proses aksesi jika:

1. Perjanjian tersebut memperbolehkan persetujuan untuk dinyatakan melalui aksesi;

2. Negara-negara yang terlibat dalam perundingan telah menyepakati bahwa

persetujuan dapat dinyatakan melalui aksesi;

3. Pihak-pihak yang terlibat telah sepakat bahwa persetujuan dapat dinyatakan

melalui aksesi.

Sebagai negara yang telah mengaksesi Konvensi Apostille, Indonesia memiliki
kewajiban untuk menerapkan dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam
Konvensi tersebut secara tepat, efektif, dan konsisten di dalam sistem hukum nasionalnya.
Hal ini mencakup upaya untuk menjamin bahwa hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam
Konvensi tersebut dilindungi dan dipenuhi dengan benar, serta memberikan perlindungan dan
jaminan bagi warga negara Indonesia dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Rekomendasi untuk Indonesia untuk mengaksesi Konvensi Apostille telah muncul
dari berbagai forum dan kajian akademis, terutama ketika negara-negara ASEAN
berkomitmen untuk memperkuat ker‘&sama regional dan mencapai tujuan liberalisasi di
bidang investasi. Salah satu hambatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah proses legalisasi
dokumen publik asing yang memakan waktu dan biaya besar. Konvensi Apostille dirancang
untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menyediakan proses lfﬁalisasi yang lebih
sederhana dan efisien. Kebutuhan akses Indonesia terhadap konvensi ini juga didasarkan pada
kebutuhan hukum dan kepentingan nasional, karena dalam hubungan internasional yang
semakin berkembang, terdapat kebutuhan untuk mengakui dan menggunakan dokumen

publik asing. Hal ini juga berlaku dalam kegiatan investasi.*

? Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Naskah Urgensi Pengesahan Convention of
5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5
Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing),” 2019.
* M Rizal Nurhidayatullah, “Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Legalisasi DOkumen Publik Asing Menurut
Konvensi Apostille,” Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 1 (2023): 5662,
https://doi.org/10.58344/jmi.v2il.142.
* Indonesia, “Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of
Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan
Legalisasi Terhadap Dokinen Publik Asing).”
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Tujuan diaksesinya Konvensi Apostille ini yaitu:’

[

Meningkatkan kemudahan dalam melakukan bisnis;
Mendorong penanaman modal asing ke dalam maupun ke luar negeri;
Meningkatkan efisiensi pelayanan publik;

Menyederhanakan proses birokrasi dengan hﬁuya mengeluarkan sertifikat Apostille;

e — S

Mempermudah pengakuan dan penerimaan dokumen publik dengan persyaratan dan
prosedur yang lebih sederhana;
6. Membantu memperlancar arus masuk dan keluar dokumen di antara negara-negara
yang terlibat dalam konvensi.

Kemudian relevansinya dengan bidang kenotariatan yaitu saat pembuatan akta atau
dokumen publik akan melalui prosedur kenotariatan terlebih dahulu, karena Notaris adalah
pejabat umum memiliki kewenangan untuk melayani kebutuhan publik. Notaris memegang
peran penting dalam proses legalisasi dokumen publik yang menjadi jaminan &pastian
hukum. Dengan pengesahan oleh notaris, dokumen tersebut memperoleh kﬁuatan
pembuktian sempurna. Dalam Konvensi Apostille, peran Notaris telah diatur dalam Pasal 1
huruf a Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa konvensi ini berlaku
di wilayah negara peserta yang telah mengaksesi dalam hal pengurusan le%isasi dokumen
publik. Konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan kewajiban legalisasi dﬁumen publik
yang berasal dari luar negeri oleh pejabat diplomatik atau konsuler, kemudian diganti dengan
prosedur yang lebih sederhana, sehingga hubungan kerjasama internasional dapat berjalan
lebih efisien. Dokumen yang dianggap sebagai dokumen publik yaitu dokumen éang
diterbitkan oleh pejabat atau otoritas yang berhubungan dengan pengadilan, misalnya jaksa
penuntut umum, panitera, atau jurusita (huissier de justice). 6

Apostille adalah sertifikat yang dapat ditempelkan pada dokumen tertentu atau
dokumen publik yang bersangkutan, sedangkan Allonge merupakan sertifikat terpisah yang
Eenjadi lampiran dokumen publik. Informasi penting yang tercantum dalam keduanya adalah
tanggal dan nomor registrasi dokumen publik pihak terkait. Dalam Apostille atau Allonge,
pejabat negara yang mengéalarkan dokumen memberikan sertifikat yang menggantikan

persyaratan legalisasi, yang didaftarkan pada instansi negara yang bersangkutan. Dokumen

S@id.
© Reza Ria Nanda and Rouli Anita Velentina fBanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga
Negara Asing Menurut Konvensi Apostille,” Jurnal USM Law Review 5,no. 1 (2022): 270-81,
hltps:ffj()urnals.usm.ac.icﬂdex php/julr/article/view/4920.
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rsebut menjadi sah di negara lain yang juga merupakan peserta Konvensi Apostille setelah
didaftarkan pada instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut.’

Apabila dokumen hendak digunakan di negara yang menjadi pihak dalam Konvensi
Apostille, umumnya diperlukan sertifikat Apostille yang khusus. Namun, bila negara tujuan
dokumen belum menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut, maka dibutuhkan proses
yang rumit dan memakan waktu untuk mendapatkan serangkaian sertifikasi yang dikenal
sebagai "chain authentication method" atan "metode autentikasi berantai". Prosedur ini
melibatkan banyak tahapan, seperti pengesahan dokumen dengan segel, verifikasi oleh
individﬂan biro di berbagai tingkat pemerintahan, serta pembayaran berbagai biaya.?

Dokumen publik yang berasal dari luar negeri, proses legalisasinya di Indonesia
melalui prosedur yang tidak praktis, panjang dan menghabiskan biaya yang mahal. Alur

proses legalisasi tersebut yaitu:’

Autentikasi oleh
Dokumen Publik institusi yang Autentikasi oleh Autentikasi oleh
dari Indonesia menerbitkan Kementrian Hukum Kementrian Luar
(Negara Asal) dokumen publik dan HAM Negeri
tersebut
Dokumen Publik Autentikasi oleh Autentikasi oleh
- . Kedutaan/
dari Indonesia Kementrian Luar Perwakilan dari
dapat digunakan di Neger dad Negam Neeara Tuiuan di
Negara tujuan Tujuan egam 1ujuan i
\_Indonesia__J

Bagan 1. Prosedur Legalisasi Dokumen Sebelum Konvensi Apostille disahkan

Namun, sejak menjadi Negara Peserta Konvensi Apostille, sebagai konsekuensi,
Indonesia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi. Konsekuensi
yang Indonesia hadapi yaitu:'’

1. Konsekuensi Politik Luar Negeri.
Sebagai negara yang terlibat aktif dalam politik luar negeri dan negosiasi konvensi
internasional, Indonesia menghadapi era perdagangan bebas dengan optimisme.

Namun, perbedaan sistem hukum di berbagai negara seringkali menjadi hambatan bagi

7 Priskila Pratita Penasthika, “Urgensi Aksesi Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota
Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional
Indonesia.,” Supremasi Hukum 24, no. 2 (2015): 149-63,
https://ejournal.unib.ac id/supremasihukum/article/view/1198.
f LesLee Stedman, “‘Legalization’: The Apostille.”
Y Penasthika, “Urgensi Aksesi Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam
Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 20135, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia.™
"% Indonesia, “Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of
Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan
Legalisasi Terhadap Dokinen Publik Asing).”
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perdagangan bebas global. Dengan bergabung dalam Konvensi Apostille yang
memiliki 115 negara anggota, Indonesia berharap dapat mengatasi perbedaan prosedur
dan mempercepat proses legalisasi, meningkatkan efisiensi dan kemudahan

perdagangan antarnegara.

|

Konsekuensi Kepastian Hukum.
Dengan mengaksesi konvensi ini, kedua negara akan memperoleh kepastian hukum
ﬁmg diperlukan untuk memberikan kemudahan pada warga negara dalam proses
legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri maupun sebaliknya.

3. Konsekuensi Ekonomi.

Konvensi Apostille membantu negara-negara menciptakan lingkungan yang lebih

kondusif untuk perdagangan dan investasi internasional. Menurut The World Bank

Group's Investing Across Borders Report 2010, Korﬁensi Apostille mengurangi beban

administratif dan berkontribusi pada penciptaan lingkungan peraturan yang lebih

menguntungkan bagi investasi langsung asing. Kamar Dagang Internasional

(International Chamber of Commerce/ICC) mengakui peran Konvensi Apostille

sebagai "standar global yang diakui dan diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat

dalam transaksi lintas batas", serta mendorong negara-negara untuk bergabung dengan
aﬁnvensi tersebut. Selain itu, ICC juga mendukung penerbitan dan penerimaan

Apostille elektronik, serta pengoperasian buku register Apostille online sebagai bagian

dari e-APP.

Mukadimah Konvensi Apostille menjelaskan bahwa tujuan pembentukannya adalah

tuk menghilangkan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler yang diberlakukan pada
dokumen publik yang berasal dari luar negeri dan digantikan dengan prosedur yang lebih
sederhana. Maka dengan cara ini, persyaratan hukum yang terkait dengan dokumen tersebut
dapat dihilangkan sehingga memfasilitasi hubungan lalu lintas internasional dan
meningkatkan kemudahan penggunaan doku publik.

Dalam Konvensi ini, diatur bahwa dokumen publik yang dihasilkan di wilayah
Negara Peserta dan digunakan di wilayah Negara Peserta lainnya harus tunduk pada
Konvela' ini. Dokumen publik yang dimaksud meliputi:"'

a. Dokumen yang berasal dari pihak berwenang atau pejabat yang terkait dengan
sistem peradilan negara, termasuk yang berasal dari jaksa, panitera pengadilan,

atau juru sita (huissier de justice).

! Pasal 1 Konvensi Apofflle
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o ™ |

Dokumen administratif.

c. Dokumen yang diterbitkan oleh notaris.

d. Sertifikat resmi yang melekat pada dokumen yang ditandatangani oleh individu
yang memiliki kewenangan perdata, seperti sertifikat yang mencatat registrasi
dokumen tertentu atau yang mencatat periode berlaku tertentu suatu dokumen
pada tanggal tertentu, serta melegalisasi tanda tangan oleh pejabat otoritas dan

Sejumlah dokumen publik Indonesia tidak perlu dilegalisasi oleh Kementerian

notaris.

Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri untuk dapat digunakan di luar negeri mulai
4 Juni 2022. Dokumen tersebut cukup diberikan sertifikat Apostille yang diterbitkan oleh
Kementerian Hukum dan HAM dan digunakan pada negara peserta Konvensi épostille:.12

Tetapi, terdapat pengecualian pada Konvensi Apostille di mana dokumen yang
dilegalisir oleh pejabat diplomatik atau konsuler, serta dokumen administratif yang berkaitan
langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan, tidak balaku dalam Konvensi
tersebut. Setiap Negara yang menjadi peserta Konvensi harus membebaskan legalisasi
dokumen yang diatur dalam Konvensi Apostille dan harus dikeluarkan di wilayah mereka.
Konvensi ini menganggap "legalisasi" sebagai formalitas yang dilakukan oleh pejabat
diplomatik atau konsuler dari negara yang memerlukan dokumen untuk menunjukkan
keabsahan tanda tangan, kewenangan penandatangan dokumen, dan jika ada, identitas segel
atau cap pada dokumen."

Hanya sertifikat yang diberikan oleh pihak berwenang yang berada di negara asal
dokumen diperla(an untuk memverifikasi keaslian tanda tangan, wewenang
penandatanganan dokumen, dan jika perlu, identitas segel atau cap yang terdapat. Namun,
prosedur ini tidak diperlukan jika di negara asal dokumen tersebut, berdasarkan hukum,
peraturan, atau praktik yang berlaku, atau melalui perjanjian antara dua negara atau lebih,
telah dihapuskan, disederhanakan, atau dihilangkan persyaratan legalisasi dokumen

tersebut.'

Untuk mengesahkan keaslian tanda tangan, kewenangan penandatanganan dokumen,
dan jika perlu, identitas segel atau cap yang ditambahkan, sertifikat harus disertakan pada
dokumen atau perpanjangan (allonge) dan harus sesuai dengan contoh yang terlampir dalam

Konvensi Apostille. Sertifikat tersebut dapat dibuat dalam bahasa resmi otoritas yang

12 https://ntb.kemenkumham.go id/beri ta-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-apostil le-legalisasi-online-
dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri

'3 Pasal 2 Konvensi Apostille

' Pasal 3 Konvensi Apofflle
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menerbitkannya. Sertifikat harus diterbitkan atas pcrmir&an penandatangan atau pembawa

dokumen. Jika sertifikat telah diisi dengan benar, maka keaslian tanda tangan, kewenangan
penandatanganan dokumen, dan jika perlu, identitas segel atau cap yang dilekatkan akan
dinyatakan di dalamnya. Tanda tangan, segel, dan cap yang terdapat pada sertifikat tersebut
tidak perlu disahkan."

Setiap Negara yang menjadi anggota Konvensi diharuskan untuk menunjuk otoritas
yang kompeten untuk menerbitkan seéifikat, dengan mempertimbangkan kewenangan yang
dimilikinya. Negara anggota juga wajib memberitahukan penunjukan tersebut kepada
Kementerian Luar Negeri Belanda ketika mereka menyimpan instrumen ratifikasi, aksesi,
atau deklarasi perluasan. Selain itu, Negara anggota juga diwajibkan untuk memberitahukan
perubahan apa pun yang terjadi pada otoritas yang ditunjuk tersebut.'®

Negara memerintahkan setiap otoritas yang ditunjuk untuk menyimpan suatu daftar
atau katalog kaau yang mencatat sertifikat yang telah diterbitkan. Informasi yang harus
dicatat meliputi nomor dan tanggal sertifikat, serta nama penandatangan dokumen publik dan
kewenangannya. Jika dokumen tidak ditandatangani, maka nama dari otoritas yang telah
mcnamahkan segel atau cap harus dicatat. "’

Otoritas yang telah menerbitkan Sertifikat Apostille wajib memverifikasi kesesuaian
antara informasi dalam sertifikat dan yang tercantum dalam daftar atau katalog kartu yang
mercka miliki atas permintaan dari pihak yang berkepentingan. Dengan cara ini, proses
legalisasi dokumen publik menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih hemat biaya.

Prosesnya sebagai berikut:'®

Penggunaan
Apostille/Allonge
berdasarkan Apostille
Convention melalui
Complement Authority

Dokumen Publik dari
Indonesia dapat langsung
digunakan di Negara
Tujuan

Dokumen Publik dari
Indonesia (Negara Asal)

Bagan 2. Prosedur Legalisasi Setelah Konvensi Apostille disahkan

Di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM adalah competent authority atau
otoritas yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Apostille pada dokumen publik asing.
Pemohon harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum, yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam proses legalisasi

15 Pasal 5 Konvensi Apostille

16 Pasal 6 Konvensi Apostille

7 Pasal 7 Konvensi Apostille

'8 Penasthika, “Urgensi Aksesi Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam

Menyongsong Masyarak@JEkonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia.”
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dokumen menggunakan Apostille, perlu diingat bahwa Apostille hanya mengesahkan

keaslian dokumen tersebut, bukan konten atau isi dokumen. Oleh karena itu, penting bagi

pemohon untuk memastikan bahwa dokumen tersebut telah diterbitkan oleh otoritas yang sah

dan telah diterjemahkan dengan benar ke dalam bahasa Indonesia jika diperlukan.

Prosedur legalisasi dokumen untuk memperoleh Sertifikat Apostille di Indonesia

dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1.

Verifikasi dokumen di kantor yang berwenang: Dokumen resmi seperti akta
kelahiran, akta nikah, ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat lainnya harus diverifikasi
keasliannya oleh kantor yang berwenang di Indonesia, seperti Kantor Catatan Sipil
atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah dokumen berhasil
diverifikasi, dokumen tersebut akan diberikan tanda tangan dan cap dari pihak
berwenang.

Legalisasi di Kementerian Luar Negeri: Setelah dokumen berhasil diverifikasi dan
diberi cap tanda tangan dari kantor yang berwenang, dokumen tersebut kemudian
harus di legalisasi di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia. Di sini,
dokumen akan di verifikasi lagi keasliannya dan diberikan cap dan tanda tangan dari
pihak Kemenlu.

Legalisasi di Kedutaan Besar Negara Tujuan: Setelah dokumen berhasil di legalisasi
oleh Kemenlu, dokumen tersebut kemudian harus di legalisasi lagi oleh Kedutaan
Besar negara tujuan di Indonesia. Di sini, dokumen akan di verifikasi kembali
keasliannya dan diberikan cap dan tanda tangan dari pihak Kedutaan Besar.

Apostille di Kementerian Hukum dan HAM: Setelah dokumen berhasil di legalisasi
oleh Kedutaan Besar negara tujuan, dokumen tersebut dapat di apostille di
Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Di sini, dokumen akan di verifikasi lagi
keasliannya dan diberikan cap dan tanda tangan yang merupakan standar internasional

dari Konvensi Apostille.

Jika sebuah éesepakatan atau perjanjian antara beberapa negara mencantumkan

persyaratan tertentu mengenai pengesahan tanda tangan, cap atau meterai dengan formalitas

yang spesifik, maka Konvensi akan mengesampingkan ketentuan tersebut hanya jika

formalitasnya lebih rendah dari formalitas yang ditetapkan dalam Pasal 3 dan 4 Konvensi.

Seluruh Negara Peserta harus mengambil tindakan untuk mencegah pejabat diplomatik atau

konsulernya memberikan pembebasan dalam proses legalisasi.
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Ketika menandatangani, mﬁatifikasi, atau bergabung dengan Konvensi ini, setiap
negara dapat membuat pernyataan bahwa Konvensi berlaku di semua wilayah yang menjadi
tanggung jawabnya pada tingkat internasional, atau pada satu atau beberapa wilayah tertentu.
Deklarasi harus efektif pada tanggal berlakunya Konvensi untuk negara tersebut.'

Setelah seluruh proses legalisasi dan Apostille selesai, dokumen tersebut dapat diakui
secara otomatis oleh negara-negara yang juga menjadi anggota Konvensi Apostille. Namun,
prosedur legalisasi dan Apostille dokumen dapat berbeda-beda tergantung pada jenis
dokumen dan persyaratan dari masing-masing negara. Oleh karena itu, sebaiknya Anda
melakukan pengecekan persyaratan dari negara tujuan sebelum melakukan prosedur
legalisasi dan Apostille dokumen di Indonesia.

Dalam usaha untuk bergabung dengan Konvensi Apostille, terdapat beberapa
persiapan yang harus dilakukan seperti yang disampaikan oleh Hague Convention kepada
delegasi Indonesia. Persiapan-persiapan tersebut meliputi:*

1. Indonesia harus mempersiapkan sarana dan prasarana serta framework yang jelas
sebelum mengaksesi Konvensi, karena dibutuhkan juga kepercayaan negara
pengaksesi lainnya dan negara-negara anggota HCCH;

2. Indonesia harus menjelaskan posisinya saat ini dalam proses persiapan aksesi dengan
detail kepada HCCH untuk bantuan asistensi;

3. Untuk menjadi anggota HCCH, Indonesia harus menentukan Competent Authority dan
mengisi formulir isian di website HCCH, dan juga menyampaikan curriculum vitae
Eikim-hakim yang memiliki kewenangan menangani peradilan terkait konvensi;

4. Negara-negara anggota HCCH atau negara pengaksesi Konvensi akan memutuskan
apakah akan menolak atau menerima usulan Indonesia secbagai anggota Konvensi
dalam waktu enam (6) bulan untuk memperoleh kepercayaan dari negara anggota
Konvensi lainnya;

5. Indonesia harus mengisi questioner tentang CerpereE Authority, implementasi
legislasi, kesepakatan mengenai format Apostille, dan profil negara dengan detail
tentang kompetensi dari Competent Authority;

6. Keaslian Sertifikat Apostille dapat diidentifikasi dari nomor registrasi yang tercantum

di sertifikat tersebut;

19 Pasal 13 Konvensi Apostille

0 Ahmad Harigflfhaidi, “URGENSI DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM AKSESI KONVENSI
APOSTILLE,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 7,no. 2 (2018): 189,
https://doi.org/10.3333 ]!n:hlsvinding.v'?i2.258.
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7. Nomor registrasi Sertifikat Apostille terhubung secara online dengan website HCCH
dan dapat diakses oleh contracting party lainnya, sehingga Indonesia harus
mempersiapkan teknologi yang Indonesia tentukan sendiri dengan berkonsultasi

dengan negara contracting party lainnya.

Sebagaimana disampaikan oleh Abdulkadir Jailani, terdapat beberapa permasalahan
terkait penyederhanaan prosedur legalisasi ini, diantaranya yaitu:

1. aenyalahgunaan Apostille yang dilakukan dengan tujuan penipuan (fraud). Hal ini
terutama terkait dengan ijazah/sertifikat pendidikan dan dokumen perusahaan.
Penyalahgunaan Apostille dapat memudahkan tindakan penipuan, sehingga
memerlukan upaya yang lebih besar untuk mencegah tindakan kejahatan semacam ini.

2. Berkurangnya mekanisme pengawasan terhadap dokumen dari negara-negara yang
rawan. Dalam konteks ini, negara-negara yang rawan dapat merujuk pada negara-
negara dengan tingkat korupsi yang tinggi atau negara-negara yang kurang
terorganisir. Dalam situasi seperti ini, dokumen yang diterbitkan oleh negara-negara
tersebut menjadi lebih mudah disalahgunakan. Dengan demikian, penyederhanaan
prosedur legalisasi dokumen publik dapat meningkatkan risiko terjadinya tindakan
penipuan atau manipulasi dokumen.

Masalah tersebut timbul karena Apostille tidak mengesahkan isi atau substansi
dokumen. Hal ini seperti penjelasan dalam Apostille Handbook tentang Pelaksanaan Praktik
Konvensi Apostille bahwa Competent Authority tidak berkewajiban memverifikasi atau
memvalidasi isi dokumen. Meskipun demikian, Konvensi juga tidak menghalangi apabila
proses verifikasi dan validasi diperluéan untuk mencegah atau mengatasi penipuan atau
pelanggaran hukum nasional lainnya. Competent Authority seharusnya mampu membangun
kerja sama dengan semua lembaga yang mengeluarkan dokumen publik.?!

Dalam kenotariatan pun, mengenai permasalahan substansi dokumen, seorang Notaris
tentu bertanggung jawab atas akta yang dit, tetapi ia tidak bertanggung jawab atas kebenaran
substansi akta tersebut. Karena substansi akta adalah kesepakatan dan kehendak pihak-pihak
berkepentingan yang datang kepada Notaris. Jika Notaris melakukan perbuatan diluar
kewenangannya, maka secara hukum akta menjadi tidak mengikat dan mengakibatkan

kerugian bagi pihak berkepentingan dalam akta. Pihak yang mengalami kerugian dapat

! Junaidi.
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menuntut pertanggungjawaban secara perdata atas kelalaian yang dilakukan oleh Notaris

dalam pembuatan akta.>?

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki
kepentingan yang besar dalam mengaksesi Konvensi Apostille tentang penghapusan
persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing seperti dokumen yang berkaitan dengan
perdagangan internasional, investasi, pendidikan, dan migrasi. Aksesi Indonesia terhadap
Konvensi Apostille akan memiliki dampak positif bagi bidang kenotariatan di Indonesia,
terutama dalam mempercepat dan mempermudah proses pengesahan dokumen-dokumen
yang diperlukan untuk transaksi internasional seperti akta notaris, surat kuasa, dan dokumen-
dokumen lainnya harus dilegalisasi terlebih dahulu sebelum dapat diakui oleh negara
tujuan.resmi. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam
pengurusan dokumen yang membutuhkan pengesahan notaris. Namun, perlu dicatat bahwa
aksesi Indonesia terhadap Konvensi Apostille tidak secara otomatis menghapuskan
kebutuhan untuk pengesahan dokumen oleh notaris atau pejabat yang berwenang lainnya.
Notaris tetap memiliki peran penting dalam memberikan keabsahan dokumen resmi di
Indonesia. Penerapan Konvensi Apostille di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi di bidang kenotariatan, serta memudahkan transaksi internasional

bagi masyarakat Indonesia.
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